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BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
1. Implementasi pendirian Perseroan melalui Notaris menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 di Kantor Notaris Firdaus, 
S.H. M.Kn., Kantor Notaris Sunarto S.H., dan Kantor Notaris Nuning 
Fauziah Affiani S.H., yaitu :
a. Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014
Ketiga Notaris telah melaksanakan peraturan yang ada dengan baik. 
Untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM pengesahan 
badan hukum Perseroan, mereka mengajukan permohonan secara 
elektronik kepada menteri. Hal tersebut dilakukan Notaris dengan cara 
mengakses situs www.ahu.go.id dan memasukkan username dan 
password yang dimiliki oleh ketiga Notaris itu masing-masing. 
Selanjutnya ketiga Notaris mengisi format pendirian Perseroan. 
Pengisian format pendirian Perseroan ada pada gambar 9 sampai gambar 
30 dan selanjutnya mendapatkan Surat Keputusan pengesahan badan 
hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM. 
b. Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014
Ketiga Notaris tersebut membayar biaya Penerimaan Negara Bukan 
Pajak pengesahan badan hukum Perseroan sebesar Rp. 1.000.000,00 di 
Bank Negara Indonesia (BNI) dengan cara menunjukkan bukti tagihan 
pemesanan nomor voucher pengesahan badan hukum Perseroan.
c. Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016
Semua Notaris tersebut telah mengisi format pendirian Perseroan dengan 
dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. 
Dokumen pendukung tersebut dijadikan syarat untuk mendirikan 
Perseroan Terbatas pada masing-masing Notaris. Ketiga Notaris tersebut 
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melakukan pengunggahan Akta pendirian Perseroan pada sistem AHU 
online setelah membayar biaya Percetakan Negara Republik Indonesia 
(PNRI) sebesar Rp. 580.000,00 di Bank Negara Indonesia dengan cara 
menunjukkan tagihan PNRI. Setelah semua seleai,ketiga Notaris 
menyimpan dokumen pendukung pendirian Perseroan, termasuk juga 
minuta Akta pendirian Perseroan. 
d. Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014
Ketiga Notaris telah mengisi pernyataan yang menyatakan format 
pendirian Perseroan, keterangan mengenai dokumen pendukung telah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Notaris harus 
bertanggung jawab penuh. Hal tersebut ditunjukkan Notaris dengan 
memberikan tanda ceklist pada gambar 23 Tampilan Peringatan 
Tanggung Jawab. 
e. Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014
Ketiga Notaris langsung mencetak Surat Keputusan Menteri Hukum dan 
HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Namun ketiga 
Notaris tersebut tidak mencetak Surat Keputusan menggunakan kertas 
F4/folio dengan berat 80 gram, melainkan memakai kertas dengan berat 
100 gram. 
Notaris Sunarto telah melakukan proses pendirian Perseroan melalui 
sistem AHU online sebanyak 49 kali, lebih banyak dengan kedua Notaris 
yang lainnya. Proses pendirian Perseroan paling cepat dilakukan di Kantor 
Notaris Nuning Fauziah Affiani S.H yaitu dengan waktu 2-5 jam saja.
Pada Kantor Notaris Sunarto S.H dan Nuning Fauziah Affiani S.H tidak 
memerlukan syarat bukti setor modal melalui bank, sedangkan di Kantor 
Notaris Firdaus S.H., M.Kn harus memakai dokumen tersebut. 
1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui 
Sistem Administrasi Hukum Umum ( AHU ) Online di Kantor Notaris 
Firdaus, S.H. M.Kn., Kantor Notaris Sunarto S.H., dan Kantor Notaris 
Nuning Fauziah Affiani S.H., yaitu mengenai jaringan internet yang lambat, 
sering terjadi gangguan pada sisem AHU yang menyebabkan sistem menjadi 
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eror, sulitnya berkomunikasi dengan pelayanan sistem AHU online, 
kurangnya syarat pendirian Perseroan Terbatas dari pendiri dan solusi yang 
dilakukan adalah mengganti atau melakukan pengecekan jaringan internet 
sebelum melakukan proses pendirian Perseroan, menunggu sistem AHU 
menjadi normal kembali, datang langsung ke Direktorat Jendral Administrasi 
Hukum Umum untuk melakukan konsultasi, melakukan proses pendirian 
Perseroan Terbatas jika semua syarat telah terpenuhi.
B. SARAN
1. Hendaknya pencetakan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai 
pengesahan  badan hukum Perseroan sebaiknya dilakukan Notaris sesuai 
dengan peraturan yang ada. Notaris harus lebih berhati-hati dengan username
dan password yang mereka punya agar tidak dipersalah gunakan oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab. Notaris sebagai pelaksana atau 
pemohon pendirian Perseroan harus selaras dengan Kementrian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia sebagai pembuat aturan dan sitem AHU online tersebut. 
Kantor Notaris sebaiknya menggunakan jaringan internet dan perangkat 
komputer dengan kualitas yang baik agar jaringan internet tidak lambat.
2. Hendaknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya layanan 
badan hukum melakukan perbaikan-perbaikan server pada layanan AHU 
online, seperti  memperbesar kapasitas server. Hal tersebut beguna agar 
koneksi menjadi cepat dan proses pendirian Perseroan berjalan lancar. 
Layanan sistem AHU online harus memperbaiki pelayanan call center agar 
dapat dengan mudah dihubungi oleh Notaris apabila ada yang ingin 
ditanyakan. Pemerintah diharapkan juga harus memperhatikan wialyah-
wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan fasilitas jaringan inernet yang 
baik dan memberi solusi terhadap pendirian Perseroan Terbatas di wilayah 
tersebut.
3. Hendaknya masyarakat diharapkan lebih mengetahui syarat-syarat pendirian 
Perseroan Terbatas sebelum melakukan pendirian. Hal ini dilakukan untuk 
lebih menghemat waktu dalam pendirian Perseroan Terbatas. 
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